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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah 

daerah, dan Leverage terhadap kemandirian keuangan 

pemerintah daerah kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 kota di Pulau Sumatera 

selama periode 2020–2023. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect 

Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, 

kekayaan daerah dan dana perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara 

ukuran pemerintah daerah dan Leverage tidak berpengaruh 

signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

PAD dan pengelolaan dana transfer yang efisien menjadi 

kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. 

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat 

kebijakan daerah dalam merancang strategi fiskal 

berkelanjutan berbasis potensi lokal. 

Kata Kunci: kemandirian keuangan, kekayaan daerah, dana 

perimbangan, ukuran pemerintah, Leverage  
 

A B S T R A C T 

This study aims to analyze the effect of regional wealth, 

intergovernmental transfers, regional government size, and 

Leverage on the financial independence of city governments 

in Sumatra Island. The study uses secondary data from local 

government financial reports (LKPD) of 34 cities during the 

2020–2023 period. Panel data regression with Fixed Effect 

Model (FEM) was applied. The results show that all 

independent variables simultaneously have a significant 

effect on financial independence. Partially, regional wealth 

and balancing funds have a significant effect, while 

government size and Leverage do not. These findings indicate 

that optimizing local revenue and effectively managing 

transfer funds are key to enhancing fiscal independence. The 
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study provides important implications for policymakers in 

designing sustainable fiscal strategies based on local 

potential. 

Key word: financial independence, regional wealth, 

intergovernmental transfers, government size, 

Leverage 
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PENDAHULUAN 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, “Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keua-

ngan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi daerah guna mendukung pembangunan. 

Namun, implementasinya kerap menemui kendala, termasuk ketimpangan fiskal dan keter-

gantungan pada dana pusat.  

 Kemandirian keuangan daerah mencerminkan seberapa besar kontribusi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Sumber pendapatan lainnya, seperti bantuan dari 

pemerintah pusat atau pinjaman. Tingkat kemandirian ini menunjukkan sejauh mana suatu 

daerah bergantung pada dana eksternal serta menggambarkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan daerah (Halim, 2014). Namun secara umum, Sumber pendanaan APBD masih 

didominasi oleh transfer dana dari pemerintah pusat dan Sumber lain yang diatur dalam perun-

dang-undangan. Ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat 

menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga daerah menjadi 

kurang mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan di sebagian besar kota di Indonesia masih belum mandiri secara fiskal 
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Gambar 1. Grafik Kemandirian Kota di Pulau Sumatera 

Sumber : BPK RI 2020-2023 diakses 2025 

 Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan, dari 34 kota di Pulau Sumatera, hanya 

satu kota yang tergolong mandiri tinggi, sedangkan sebagian besar, yaitu 24 kota, masih berada 

pada kategori sangat rendah. Kota Batam mencatat tingkat kemandirian tertinggi (97,70%), 

sementara Kota Gunungsitoli terendah (3,79%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar kota di Sumatera belum mencapai kemandirian fiskal yang optimal dalam mendukung 

otonomi daerah. 

 Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekayaan 

daerah (PAD), dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan Leverage. PAD mencermin-

kan kapasitas fiskal daerah, di mana PAD yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal yang 

lebih baik. Namun, pengaruh faktor-faktor tersebut tidak selalu konsisten. Dana perimbangan 

dapat mendukung pembiayaan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan 

fiskal. Ukuran pemerintah daerah yang besar mencerminkan kapasitas fiskal, namun bisa 

menjadi beban jika tidak dikelola dengan efisien. Leverage yang dikelola baik dapat menjadi 

Sumber pembiayaan produktif, tetapi jika berlebihan justru membahayakan stabilitas fiskal. 

Oleh karena itu, optimalisasi Sumber daya dan penerapan kebijakan fiskal yang tepat sangat 

penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan. 

 Tingkat kekayaan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung 

kemandirian fiskal. PAD sebagai indikator kekayaan menunjukkan kemampuan daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mutaali, (2025) menyatakan bahwa semakin besar 

kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula kemandirian daerah. Noviyanti et al (2016) dan 

Martini et al. (2019) menunjukkan hubungan positif antara kekayaan daerah dan kinerja 
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keuangan. Namun, (Rosadi, 2021) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemandirian keuangan di Kota Tasikmalaya. 

 Dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dana ini berasal 

dari APBN dan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH (UU No. 33 Tahun 2004). Walaupun dapat 

membantu pembiayaan daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap dana ini justru 

menghambat kemandirian fiskal (Nurjanah, 2025). Penelitian (Machfud et al., 2021) 

menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sedangkan Nurliza et al. (2020) menemukan bahwa 

pengaruhnya tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. 

 Ukuran pemerintah daerah yang direpresentasikan melalui total aset juga dapat 

memengaruhi tingkat kemandirian fiskal. Aset yang besar berpotensi memperkuat fungsi 

pemerintahan, namun bisa menjadi beban jika tidak dikelola secara efektif. Siregar et al. (2017) 

menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian, 

sedangkan Rofiq et al. (2021) menemukan hasil sebaliknya. 

 Leverage, yang diukur melalui rasio utang terhadap aset, menunjukkan sejauh mana 

pembiayaan daerah bergantung pada pihak eksternal. Leverage tinggi mencerminkan tingginya 

beban utang dan rendahnya kemandirian fiskal (Manafe et al., 2023). (Santoso, 2018) 

menemukan pengaruh negatif leverage terhadap kemandirian keuangan, sementara (Islami et 

al., 2020) menemukan bahwa leverage dapat berdampak positif jika dikombinasikan dengan 

pajak daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal. 

 Hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut 

terhadap kemandirian keuangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, 

diperlukan studi lanjutan yang lebih fokus dan menyeluruh. Penelitian ini mengangkat isu 

tersebut dengan pendekatan data panel terhadap 34 kota di Pulau Sumatera selama periode 

2020–2023. Penelitian ini juga memperkenalkan modifikasi variabel, yaitu penggunaan 

kekayaan daerah sebagai proksi PAD dan kemandirian fiskal sebagai variabel dependen. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah pendekatan kuantitatif. dan memanfaatkan 

data sekunder sebagai Sumber informasi. Kajian ini berfokus pada kota di pulau Sumatera yang 

berjumlah 34 Kota dengan periode 2020-2023. Pada kajian ini ada dua jenis variabel, yakni 

variabel independen yang berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi, serta variabel dependen 
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yang merupakan akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2022) Data yang dipakai pada 

kajian ini ialah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan memakai teknik 

pengumpulan data dokumentasi yang berSumber dari BPK dari situs resmi e-ppid.bpk.go.id , 

di bantu alat program Econometric Views (Eviews) versi 12 sebagai pengolah data. Teknik 

yang diimplementasikan untuk mengambil sampel ialah sampling jenuh, yang berarti seluruh 

elemen dalam populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2022).  

HIPOTESIS : 

H1: Kekayaan Daerah berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota 

di pulau Sumatera 

H2: Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

kota di pulau Sumatera 

H3: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah 

Daerah kota di pulau Sumatera 

H4: Leverage berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kota di pulau 

Sumatera 

HASIL 

Analisis Statistik Deskriptif  

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

  Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 3, seluruh variabel dalam penelitian 

ini memiliki jumlah observasi sebanyak 136. Kemandirian keuangan daerah (Y) memiliki nilai 

minimum 0,0242 (terendah di Kota Padangsidimpuan), maksimum 0,9770 (tertinggi di Kota 

Batam), dengan rata-rata 0,2304 dan simpangan baku 0,1827. Kekayaan daerah (X1), yang 

diukur melalui PAD, memiliki nilai minimum 23,5106 dan maksimum 28,5242, rata-rata 
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25,7127 serta simpangan baku 1,1031. Dana perimbangan (X2) memiliki nilai minimum 

26,8200 dan maksimum 28,8130, dengan rata-rata 27,4395 dan simpangan baku 0,4577. 

Ukuran pemerintah daerah (X3), diukur berdasarkan total aset, memiliki nilai minimum 

27,3520 dan maksimum 31,2480, dengan rata-rata 28,6303 dan simpangan baku 0,8182. 

Leverage (X4), diukur dari rasio utang terhadap ekuitas, memiliki nilai minimum 0,0007 dan 

maksimum 0,2001, dengan nilai rata-rata 0,0230 dan simpangan baku 0,0317. 

Pemilihan Model Data Panel 

Uji Chow  

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Merujuk hasil uji Chow yang disajikan dalam Tabel 2, model Fixed Effect Model 

(FEM) dipilih sebagai model terbaik. 

Uji Hausman 

Tabel 3 Hasil Uji Hausman 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Merujuk hasil uji Hausman dalam Tabel 3, model yang paling sesuai ialah Fixed Effect 

Model (FEM). 

Uji Normalitas 

 Hasil uji normalitas dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp Sig (2 tailed) 

dari perhitungan Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan 

normal. 
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Probability  0.280001 
 

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data 

 Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Dari hasil perhitungan didapat nilai Prob. sebesar 0,280001 (dapat dilihat pada Gambar 

2) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas sudah 

terpenuhi. 

Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada data apabila 

nilai pada tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10  

Tabel 4 Hasil Uji Multikolonearitas 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel bebas memiliki nilai korelasi di bawah 0,8, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan asumsi 

bebas multikolinearitas telah terpenuhi. 

Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah data yang ada terdapat gejala 

heterokedastisitas atau tidak, data menunjukkan terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifi-

kan dari uji glejser menunjukkan nilai signikan yang dihasil lebih kecil dari 0,05  
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Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

  Berdasarkan Tabel 5, hasil uji menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada 

variabel X1 (Prob. < 0,05), yang mengindikasikan residual tidak homogen. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh estimasi yang efisien, digunakan metode regresi FEM terboboti (WLS) 

sesuai dengan rekomendasi Gujarati (2008) dan (Baltagi, 2005).  

Uji Analisis Regresi Data Panel  

Tabel 6 Hasil Analisi Regresi Data Panel 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,762 mengindikasikan 

kemandirian keuangan akan bernilai 0,762 saat seluruh variabel independen bernilai nol. 

Koefisien β1 sebesar 2,548 menunjukkan bahwa peningkatan kekayaan daerah sebesar 1% 

akan meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 2,548. Koefisien β2 sebesar -3,008 berarti 

peningkatan dana perimbangan akan menurunkan kemandirian keuangan sebesar 3,008. Koe-

fisien β3 sebesar 0,336 menunjukkan bahwa kenaikan ukuran pemerintah daerah akan meni-

ngkatkan kemandirian sebesar 0,336, sedangkan koefisien β4 sebesar -0,001 menunjukkan 

bahwa penurunan Leverage akan meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 0,001. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai R² berada 

antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, artinya variabel independen mampu menjelaskan 
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variabel dependen dengan sangat baik. Sebaliknya, jika mendekati 0, artinya kemampuan 

penjelasannya sangat rendah. 

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Berdasarkan Tabel 7, nilai adjusted R² sebesar 0,987 menunjukkan bahwa 98,7% 

variasi kemandirian keuangan daerah dijelaskan oleh variabel kekayaan daerah, dana perimba-

ngan, ukuran pemerintah daerah, dan Leverage, sementara sisanya 1,3% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

Uji T (Parsial) 

 Uji T atau uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel 

independen secara individual atau satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan dengan cara melihat nilai signifikansi 0,05 dan membandingkan T 

hitung dengan T tabel. 

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji-T) 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8 variabel kekayaan daerah (X1) dan dana 

perimbangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (t hitung > 

t tabel; prob < 0,05), sedangkan ukuran pemerintah daerah (X3) dan Leverage (X4) tidak 

berpengaruh signifikan (t hitung < t tabel; prob > 0,05). Dengan demikian, secara parsial hanya 

X1 dan X2 yang berpengaruh signifikan. Di antara variabel tersebut, kekayaan daerah (X1) 

merupakan variabel yang paling dominan karena memiliki nilai t hitung tertinggi. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi  Determinan Kemandirian Keuangan .. 

 

 

2909 

 

Vol. 17, No. 3, 2026, Halaman 2900-2915 Copyright ©2025, PERMANA 

Licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4. 0 International 

License 

Uji F (Simultan) 

 Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam 

penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ketentuan 

yang ditetapkan dalam pengujian simultan ini yaitu apabila nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. 

Untuk menentukan F tabel dapat dilihat dari tabel signifikasi 0,05 dengan cara mengurangi 

jumlah respondend – Jumlah seluruh variabel maka didapatkan F tabel sebesar 2,703 

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

 
Sumber : Output data diolah (Eviews 12), 2025 

 Berdasarkan Tabel 9, nilai F-hitung sebesar 266,3453 lebih besar dari F-tabel 2,45, 

dengan probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Artinya, variabel 

kekayaan daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan Leverage secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

 Hasil analisis regresi panel menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah berpenga-

ruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan nilai t hitung 

25,205 > t tabel 1,97976 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Artinya, semakin tinggi PAD sebagai 

indikator kekayaan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan. Temuan ini 

menegaskan pentingnya PAD dalam mendukung kemampuan fiskal daerah secara mandiri 

tanpa bergantung pada dana transfer pusat. 

 Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat (Halim, 2014) bahwa PAD mencer-

minkan kapasitas fiskal internal pemerintah daerah. Tingginya PAD menunjukkan kemampuan 

daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemandirian fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi Sumber daya ekonomi lokal. Seperti 

dikemukakan Musgrave (1959), kekayaan daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah 

dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. 
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 Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Martini et al. (2019) di Sumatera Selatan 

dan Novitasari et al (2019), yang menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap kemandirian fiskal. Semakin besar kontribusi PAD, semakin rendah keter-

gantungan terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, daerah perlu memperkuat basis PAD 

melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. 

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

 Hasil analisis regresi panel metode FEM menunjukkan bahwa Dana Perimbangan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan t hitung 

-9,841 < t tabel 1,97976 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Artinya, semakin besar dana perimba-

ngan yang diterima daerah, semakin rendah tingkat kemandirian fiskalnya. Ketergantungan 

tinggi terhadap transfer pusat menurunkan insentif daerah untuk mengelola keuangan secara 

efisien dan menggali PAD, sehingga daerah cenderung pasif secara fiskal. 

 Dalam kerangka desentralisasi fiskal, dana perimbangan seharusnya berfungsi mengu-

rangi ketimpangan antardaerah. Namun, jika tidak diiringi penguatan kapasitas fiskal lokal, 

transfer pusat justru menciptakan fiscal illusion, yakni persepsi keliru bahwa daerah memiliki 

Sumber daya yang besar padahal bukan hasil usaha sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya 

inovasi penerimaan daerah, pemborosan anggaran, dan menurunnya akuntabilitas (Mourao, 

2008) 

 Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Machfud et al. (2021) menunjukkan 

bahwa dana perimbangan cenderung digunakan untuk belanja rutin, bukan pembangunan 

strategis. Nurliza et al. (2020) juga mencatat bahwa ketergantungan pada dana pusat menurun-

kan motivasi daerah dalam meningkatkan PAD. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah 

daerah untuk memperkuat sistem fiskal lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer 

pusat guna mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. 

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil regresi panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa 

Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah, dengan t hitung 0,757 < t tabel 1,97976 dan probabilitas 0,451 > 0,05. Meskipun koe-

fisien regresinya positif (0,336512), pengaruhnya secara statistik lemah. Artinya, peningkatan 
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total aset daerah tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan pembiayaan melalui PAD, 

yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan aset. 

Menurut Damanpour (1991), ukuran pemerintah daerah seharusnya mencerminkan 

kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, besarnya aset 

tidak menjamin kinerja keuangan yang baik jika tidak dikelola secara produktif. Aset yang 

tidak dimanfaatkan atau tidak terdokumentasi dengan baik justru menjadi beban fiskal (Sidik, 

2017). Hal ini menegaskan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan aset dibanding sekadar 

kuantitas. 

Temuan ini sejalan dengan Rofiq et al. (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya 

pengelolaan aset membuat ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandi-

rian fiskal. (Aditya et al., 2024) juga menekankan bahwa tidak semua aset besar dapat dikon-

versi menjadi penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengutamakan 

pengelolaan aset yang akuntabel, efisien, dan produktif agar dapat menjadi Sumber PAD yang 

berkelanjutan. 

Pengaruh Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

 Hasil analisis regresi panel FEM menunjukkan bahwa variabel Leverage tidak berpe-

ngaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dengan t hitung 1,824 < t tabel 

1,97976 dan probabilitas 0,071 > 0,05. Meskipun koefisien regresinya negatif (-0,001036), 

yang mengindikasikan bahwa peningkatan Leverage cenderung menurunkan kemandirian 

fiskal, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan 

pada pembiayaan utang belum menjadi faktor dominan yang memengaruhi kemandirian 

daerah. 

 Secara teoritis, Leverage mencerminkan ketergantungan fiskal terhadap pembiayaan 

eksternal. Tingginya Leverage dapat mengurangi ruang fiskal karena sebagian anggaran dialo-

kasikan untuk membayar utang dan bunga, sehingga menghambat belanja produktif (Halim et 

al., 2006). Namun, dalam konteks kota-kota di Pulau Sumatera, Leverage belum menjadi faktor 

utama yang memengaruhi kemandirian fiskal, kemungkinan disebabkan oleh regulasi ketat, 

keterbatasan kapasitas administratif, atau risiko politik (Khurria, 2023). 

 Temuan ini konsisten dengan penelitian Islami et al. (2020) dan Warman et al. (2024) 

yang menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal 
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di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Leverage sangat bergantung pada 

konteks penggunaannya dan kualitas perencanaan fiskal di masing-masing daerah. 

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan 

Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah 

 Hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan nilai 

F-statistic sebesar 266,3453 dengan Prob (F-statistic) 0,000000 < 0,05, yang berarti variabel 

Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage secara si-

multan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemandirian fiskal dipengaruhi oleh kombinasi berbagai aspek keuangan, sehingga 

pengelolaan fiskal perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. 

 Temuan ini sejalan dengan efektivitas otonomi fiskal yang menyatakan bahwa efekti-

vitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam memaksi-

malkan Sumber daya lokal, efisiensi pengeluaran, optimalisasi aset, dan pengelolaan transfer 

serta utang (World Bank Group, 2021) Oleh karena itu, kewenangan fiskal harus diimbangi 

dengan kemampuan institusional yang memadai. 

 Hasil ini juga didukung oleh penelitian Julianti et al. (2024), Ramlah et al. (2023), dan 

Artya et al. (2020), yang menyimpulkan bahwa variabel kekayaan daerah, dana perimbangan, 

ukuran daerah, dan Leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Temuan ini menegaskan bahwa 

keempat variabel tersebut merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah 

dan dalam merancang kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kemandirian keua-

ngan. 

SIMPULAN 

 Penelitian ini menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah kota di Pulau Sumatera 

dipengaruhi secara signifikan oleh kekayaan daerah dan dana perimbangan. Kekayaan daerah 

berpengaruh positif, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian 

fiskal. Ukuran pemerintah daerah dan Leverage tidak berpengaruh signifikan, namun secara 

simultan keempat variabel berpengaruh terhadap kemandirian 
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 Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD, mengurangi ketergantungan pada dana 

perimbangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, serta menggunakan Leverage secara 

bijak. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain dan memperluas cakupan 

analisis. 
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